PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG3
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 13 TAHUN 1960
TENTANG
PENUTUPAN DAERAH PERAI RAN SUVATERA, KALI MANTAN BARAT,
PANTAI SELATAN JAWA BARAT, PANTAI SULAVWESI UTARA BESERTA
PULAU- PULAUNYA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A SELAKU
PENGUASA PERANG TERTI NG3

Meni nbang :
1. bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara dewasa
ini, perlu diadakan peraturan tentang Penutupan daerah

perairan Sumatera, Kalimantan Barat, Pantai Selatan Jawa
Barat, Pantai Sulawesi U ara beserta pul au-pul aunya;

2. bahwa perlu neninjau kenbali Keputusan-keputusan Penguasa
Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut mnasi ng-masing;

(1) Nonor Z 1/1 /4 tanggal 15 April 1958,
(2) Nonor Z 1/ 4/ 17 tanggal 4 Desenber 1958,
(3) Nonor Z 1/1 /9 tanggal 27 Januari 1 959;
(4) Nonor Z 1/ 2/ 17 tanggal 2 Juli 1958,
(5) Nonor Z 1/1/22 tanggal 17 Mei 1958;
(6) Nonor Z 1/ 4/ 18 tanggal 7 Desenber 1958;
Mengi ngat :
1. Keput usan- keput usan Presi den Republik |ndonesia No. 315 tahun

1959 dan No. 3 tahun 1960;

2. Pasal 6l1a Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No.139 - Tanbahan
Lenbar an- Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 22
tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 No. 66 - Tanbahan
Lenbar an- Negara No. 1997),

3. Pasal 25 angka 7 ber hubungan dengan pasal - pasal 36, 47, 48 dan
58 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun
1959 (Lenbar an- Negara tahun. 1959 No. 139 - Tanmbahan Lenbar an-
Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya,

Menmut uskan :

Pertama : Mencabut Keput usan- keputusan  Penguasa Perang Pusat
Kepal a Staf Angkatan Laut masing- nmasi ng:

(1) Nonor Z 1/1/4 tanggal 15 April 1958;
(2) Nonor Z 1/ 4/ 17 tanggal 4 Desenber 1958;
(3) Nonor Z. 1/1/9 tanggal 27 Januari 1959;
(4) Nonor Z 1/ 2/ 17 tanggal 2 Juli 1958;

(5) Nonor Z 1/1/22 tanggal 17 Mei 1958;

(6) Nonor Z. 1/ 4/ 18 tanggal 4 Desenber 1958;
Kedua : Menet apkan :

Peraturan tentang penutupan Daerah Perairan Sumatera, Kalinmantan



Barat, Pantai Selatan Jawa Barat, Pantai Sulawesi Utara beserta
pul au- pul aunya, sebagai beri kut

Pasal 1.
Dengan tiada ijin kepada Kepala Staf Angkatan Laut, atau

pej abat yang ditunjuk olehnya wuntuk itu, dilarang mnengadakan
pel ayar an dan/ at au peri kanan di daerah perairan:

1. Sumat era sepanjang pantai mulai dari Tanjung Raja (96° 30
B.T., 03° 4.5 L.U) nelalui Yung Massam (95° 13.5" B.T., 05°
34, 8 L.U) dan seluruh pantai Tinmur dan pantai Selatan

sanpai ke M akke Hoek (104° 35 B.t., 05° 56' L.S.) beserta
pul au- pul au yang berdekatan dengan pantai tersebut, kecuali
pul au-pulau yang terletak disebelah Tinur-laut garis-garis

yang ditarik dari UYung Pulau lju Kecil (103° 21' B.T., 01°
11,5 L.U) nelalui sepanjang pantai Utara Pul au Karinun Keci l

menuju UYung Barat Mddel burgrif (103° 34.1' B.T., 00° 51,4
L.U) menuju Yung Barat Pulau Pel angkat (103° 35 B.T., 00°
45 L. U.) nmenuju Yung Timur Pulau Ngal (103° 35,4 B.T. 00°
41.5 L.U ) nenuju Uung Wara Masch Durian (103° 42 B. T

00° 37,5 L.U) nenuju Yung Selatan Zuid-Broeder (103° 46
B.T., 00° 32 L.U) nenuju Yung Selatan Pulau Mici (104°
01.5" B.T., 00° 32,5 L.S ) nenuju Yung Sel atan Pul au Berhal a
(104° 24' B.T., 00° 52" L.S.) nenuju Tanjung Jabung (104° 22

B.T., 01° 01' L.S.);

2. Kal i mantan Barat sepanjang pantai nulai dari Tanjung Datu 109°
39" B.T., 02° 05 L.U ) sanpai nuara Sungai Jelai (110° 43.5
B.T., 02° 59" .S.);

3. Jawa Barat sepanjang pantai dari Tanjung Lajar (105° 13' B.T.,
06° 45 L.S.) sanpai UYung Timur Teluk Penanjung (08° 40 30

B.T., 07° 43 30" L.S.) termasuk perairan pulau-pulau Del
(kal pper eiland) dan Tinjul (Trouwers eiland),

4. Sul awesi Wara sepanjang pantai Barat, Uara, Tinur dan
Selatan mulai dari Sapuringgi ( 19° 48 B.T., 00° 10" L. S.)

sanmpai  Kasinbar (120° 04" B.T., 00° 10" L.S.) termasuk
perairan pulau-pulau yang berada diteluk-teluk Dondo,
Kwandang, Manterawu. Tali sei, Bangka dan Lenbeh.

Pasal 2.

Ket entuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, tidak berlaku

bagi :

1. pel ayaran | al u (door-vaart);

2. penangkapan ikan dengan perahu-perahu yang dilakukan ol eh
rakyat ;



3. kapal - kapal atau perahu-perahu kepunyaan Angkatan Laut
Republ i k I ndonesia atau | nst ansi Perer i nt ah Republ i k
I ndonesi a, ataupun bagi kapal-kapal atau perahu-perahu yang
di pergunakan untuk keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia
atau I nstansi Penerintah Republik | ndonesi a.

Pasal 3.

Bar angsi apa nel akukan perbuatan yang dil arang dal am ket ent uan
yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan sel ana-| amanya
satu tahun atau denda setinggi-tingginya |inma puluh ribu rupiah.

Pasal 4.

Ti ndak- pi dana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran
Negara tahun 1959 No. 139) adal ah ternmasuk pel anggar an.

Pasal 5.

Ter hadap bar ang- barang yang di gunakan dal am dan/ at au di per ol eh
dari tindak-pidana yang tersebut dal am pasal 3 Peraturan ini, dapat
di kenakan ketentuan sebagai mana yang di maksudkan dal am pasal 47
ayat (2) dan (3) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No
23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 6.
Peraturan ini nulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nemnerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penenpatan dal am Lenbaran Negara
Republ i kK | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Nopenber 1960.
Presi den/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan
Per ang Republi k | ndonesia sel aku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.,
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopenber 1960.
Pej abat Sekretaris Negara,

SANTGSO.
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